
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b clan huruf c, perlu 

rnenetapkan Peraturan Walikota tentang Pernberian 

Santunan. Kematian. Kepada Penduduk Yang Tidak 
Mampu di Kota Kupang ; 

c. bahwa untuk mengimplemenrasikan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomar 77 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Teknis Pengelclaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan 

penyesuaian rerhadap ketentuan rnengenai Pernberian 

Santunan Kematian Kepada Penduduk Yang Tidak 
Marnpu di Kota Kupang ; 

b. bahwa dalarn rangka peningkatan akuntabilitas, dan 

lransparansi pengelolaan keuangan daerah rnaka perlu 

menetapkan regulasi terkaii pernberian santunan 
kcmatian; 

Menirnbang : a. bahwa pcmbcrian santunan kematian kepada penduduk 
yang tidak mampu di Kota Kupang yang telah 
dilaksanakan selama ini sangat berrnanfaat dalam. 

rnembantu rneringankan beban dari keluarga duka; 

WAUKOTA KUPANG, 

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN KEPADA PENDUDUK YANG TIDAK 

MAMPU DI KOTA K-UPANG 

TENTANG 

PERA'l'URAN WALIKOTA KUPANG 

NOMOR 14 'l'AHUN 2021 

WAUKOTA KUPANG 

PJ<OVlNSl NUSA'l'ENGGARA TIMUR 



5. Peraturan Walikota Kupang Nornor 2 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai [Berita daerah 
K(Jla KupangTahun 2020 Nomor 425); 

4. Peraturan Daerah Kota Kupang Nornor 13 Tahun 2016 
i:entang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daera h 
Kora Kupang [Lernbaran Daerah. Kota Kupang Tahun 

2010 Nornor 13, Tarnbahan Lcrnbaran Dacrah Kata 

Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah bebcrapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kora Kupang 
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Daerah Kata Kupang Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota 
Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lernbaran 

Daerah Kota Kupang Nomor 285); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang tentang Pedornan Teknis Pcngelolaan Keuangan 
Daerah [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 1781); 

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Rcpublik 

Indonesia Tah un 2014 Nomo:r 244, Tambahan Lcrnbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587] sebagaimana 

telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang 
- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahtm 
Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nornor 58, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

1. Undang - Undang Nomor 5 T1U1un 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat, II Kupang 

(Lembaran Negaora Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 4S, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3633); 

Mengrngat 

" . 



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kora Kupan~. 
2. Perncrintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang. 
3. Walikota adalah Walikota Kupang. 
4. Sekretaris Daerah adalah -Sel<rei.aris Daerah Kola Kupang. 
5. Badan.Keuangan dan Aset Dacrah adalah Badan Keuangan dan Aset Dacrah 

Kola Kupang sebagai Pengelola Keuangan Dana Bantuan Sosial. 

l:l. Kepala,Dfuas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota 

Kupang, 
7. Kepala Badan Kcuangan clan Aset Dacrah adalah Kepala Badan Keuangan 

dan Asel Daerah Kota Ku.pcmg. 

Pasal 1 

BABl 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN ,VALIKOTA TENTANO PEMBERLAN 

SANTUNAN KEMATLAN KEP/\DA PENDUDUK YANG TIDAK 

MAMPU DI KOTA KUPANG-. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

7. Peraturan Walikota Kupang Nomor 13 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Penganggaran., Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan clan Pertanggungjawaban 
serta Monitoring dan Evaluaai Bela.nja 1:idak Tcrduga 
(Berita daerah Kuta Kupang Tahun 2021 Nomor 530); 

• 

6. Peraruron Walikota Kupang Nomor 12 Tahun 2021 

rentang Tata Cara Pengan~aran, Pela.ksanaan dan 
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
(Berita daerah Kata Kupang Tahun 2021 Nomnr 529}; 

i 



(1) Santunan Kcmatian bagi Penduduk Yang Tida~ Mampu di Kota Kupang 
diberikan kepada Setiap penduduk Yang Tidak Mampu di Kota Kupang yang 
lerdaftar .sebagai penduduk secara sah, apabila yang bersangkutan 
meninggal dunia, maka keluarganya dapat mengajukan permlntaan 
.santunan kernatian kepada Pemei:intah Kota Kupang melalui Badan 

Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang. 

Pasal 2 

• 

8. Penduduk Kota Kupang adalah Warga Negara Indonesia yang berternpat 

tinggal tetap dalam wilayah Kota Kupang yang telah rne-menuhi 'ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 
9. Bantuan Dana Santunan Kematian Kepada Penduduk Yang Tidak Mam_pu 

adalah Program Kegiatan Pemerintah Kota Kupang unruk meringankan 
beban duka pend ud u.k Kota Ku pang yang tidak mampu. 

10. Penduduk Yang Tidak Mampu adalah setiap orang yang berpenghasilan 
rendah, anak-anak terlantar, yatim/piatu, orang jompo dan/atau orang 
yang diasuh, oleh yayasan sosial atau keagarnaan, yang merupakan 
Penduduk Kota Kupang yang dibuktikan melalui surat keterangan dari 

Kelurahan. 
11. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri 

sebagai legitimasi penduduk yang ditcrbitkan oleh Dinas Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, 

12. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi 

antara lain kematian dan lahir mati. 
13. Kem.atian adalah tidak adanya secara perrnanen seluruh kehidupan pada 

saat manapun setelah kelahiran .hidup terjadi, 
14. Lahir Mati adalah kclahiran seorang bayi da:ri kandungan yang berumur 

paling sedikit 28 (du.a puluh delapan) rninggu pada saat dilahirkan tanpa 

menunjukan tanda-tanda kehidupan. 
15. Akta Kernatian adalah akta yang dikeluarkan oleh Dinas Kcpendudukan dan 

Pencatalan Sipil Kora Kupang; 



(1) Dana Santunan Kematian yang diberikan kepada ahli waris/ keluarga duka, 
Yayasan Sosial atau Yayasan Keagarnaari adalah sebesar Rp. 3.500.000,­ 
[Tiga .Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). 

(2) Dana Santunan Kematian diberikan kepada keluarga tidak mampu yang 
anggota keluarganya meninggal di tahun berjalan. 

Pasal4 

(1) Sadan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang bertugas mclaksanakan 
pernbayaran San tun an Kematiao berdasarkan rekomendasi dari Kelurahan. 
yang mcncrangkan bahwa almarhumyalmarhurnah merupakan penduduk 
sah Kota Kupang yang berasal dari keluarga tidak rnampu serta, 
rnenerangkan buhwa pemohon santunan kematian merupakan ahli wads 
dari almarhum/a.lmarbuma11. 

(2) Hasil verifikasi permohonan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), 
sel-anjutnya akan diproscs oleh Badan Keuengan <fan Aset Daerah Kota 
Kupang. 

Pasal S 

(3) C;:JJon Penerima Santunan Kcmatlan menandatangani pakta integritas dan 
daftar perincian penggunaan dana santunan kematian, 

(2) Pcrmohonan Santunan Kematian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

diajukan oleh Kehrrahari dengan melamplrkan syarat adrninistrasi sebagai 

bt:rikut: 

a Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan; 
b. Foto copy aktc kcmatian yang telah dilegalisir oleh Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil Kota Kupang; 
c. Polo copy Kartu Keluarga almarlium/almarhwnah 1 (satu) lembar; 
d. Poto copy KTP almarhumyalmarhumah 1 [satt1) lembar; 
e, Foto copy KTP ahli waris almarhum/ almarhuruah; 
f. Fotocopy rekening tabungan pada Bank NT1' atas rrama ahli 

warisj'perwakilan keluarga penerima san:Lunan duka. 



PAda saai Peraturan Walikota .ini mulai berlaku, P.eraturan Walikota Kupang 
Nomor 20 Tahun 2013 rentang Pemberian Santunan Kematian Kepada 
Penduduk Yang Berpenghasitau Rendah di Kota Ku_pang [Berita Dacrah Kota 

Ku pang Tahun 2013 Nomor 140) sebagaimana eelah diubah dengan Peraturan 
Walikota Rupang Nomor 52A Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Walikota Kupang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pemberian Santunan 

·,:~ Kematian Kepada Penduduk Yang Berpenghasilan Rendah di Kota Kupang 
(Becita Daerah Kota Kupang Tahun 2017 Nomor 311AJ, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal6 

(1) Penerima santunan kematian berkewajiban menyampaikan laporan 
pereanggungiawaben penggunan dana santunan kepada WaHkota Kupang 

melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah Kot.a Kupang paling lam.bat 
tanggal 10 .lanuari tab un anggaran berikutny a. 

(2) Pertanggungjawaban Santunan Kematian meliputi Laporan rincian 
pengguna:an dan bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

peruodang-undangan d.ibidang Bantuan Sosial. 

Pasal 5 

(3) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) dilakukan.aecara Non Tunai. 
(4) Dana santunen sebagaimana di.ma.ksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dibebankan pada Anggaren Pendapatan dan Bcla:nja Daerah Kota Kupang 
QPABadan Keuangan dan Asel Daerah Kota Kupang. 



SERITA DAERI\.H KOTA KUPANG TA HUN 2021 NOMOR 531 

< PLEASE I .._ 6 1 

Dundangkan di Kupang 

Pada canggal 11 Mei 2021 
SEKRETARJS DAERAH KOTA KUPANG 

.N R RIWU KOREr 

Ditctapkan di KuI?ang 
pada tanggal t 1 Mei 202'1 

~ALIK~ KUPANG-A ,- 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini derigan penernpatannya dalam Serita Daerah K(1Lu 

Ku pang. 

Peraruran Walikotaini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Pasal 7 
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